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BAB V 

KEABSAHAN PEMBIAYAAN  FINTECH SYARIAH BERSADARKAN 

FATWA DSN NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018 

 

5.1  Keabsahan  Pembiayaan Fintech Syariah Berdasarkan Fatwa DSN 

Nomer 117/DNS-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis 

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah  

  Keabsahan Perjanjian Pembiayaan financial technology (fintech) Syariah 

menurut fatwa DSN Nomer 117/DSN-MUI/II/2018. Berkembangnya financial 

technology selaras dengan perkambangan tekhnologi yang semakin maju dan 

berkembang. Perkembangan ini tidak hanya menghadirkan financial technology 

secara konvensional tapi juga secara syariah. Financial technology secara syariah 

mengharuskan adanya transaksi yang harus sesuai dengan aturan-aturan syariah, 

bagi dari segi akad perjanjian, rukun maupun syarat-syarat yang ada di dalamnya. 

  Penggunaan financial technologi atau teknologi keuangan berbasis syariah 

dalam teori dan prakteknya haruslah sesuai dengan kepatuhan syariah. Prinsip 

syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam 

menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan 

kepada industri keuangan berbasis syariah, tak hanya itu, adanya prinsip syariah 

yang digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah (DSN) dalam 

pengawasan kepada industri keuangan syariah, baik bank (IKBS) maupun nomn-

bank (IKNB). perkara tersebut dikarenakan industri keuangan syariah baik bank 

maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas syariahnya sendiri. Saat 

ini, fintech syariah dalam menjalankan usahanya di Indonesia wajib mengikuti 

ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) 

Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
109

 

 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa  

Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena layanan 

pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan 
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 Muhammad Saleh, Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Maslahah 

Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id), Al-buhuts Vol. 16, No. 1, Juni 2020, hlm. 60. 
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menengah (UMKM) agar dapat memperoleh pendanaan lebih cepat, mudah dan 

efisien saat ini berkembang dengan adanya sarana finacial teknologi berbasis 

syariah. Dengan ini masyarakat Indonesia perlu adanya kejelasan mengenai 

ketentua, batasan hukum terkait pembiayaan berbasis teknologi financial syariah. 

Karenanya DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang layanan pembiayaan teknologi 

informasi berbasis syariah untuk menjadi pedoman bagi masyarakat. Seperti 

halnya pembiayaan berbasis teknologi (fintech) syariah yaitu anjak piutang 

(factoring), pembiayaan pengadaan barang pesanan (purchase order) pihak 

ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara 

online (seller online), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang 

berjualan online dengan pembayaran melalui penyenggaraan payment gateway, 

pembiayaan untuk pegawai (employee), dan pembiayaan berbasis komunitas 

(community bassed)
110

 

 Dalam pembiayaan syariah tidaka akan menjumpai kredit melainkan 

menggunakan akad-akad pembiayaan syariah dengan menggunakan penawaran 

produk-produk untuk keperluan para kehendak. 

 MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang  Layanan Pembiayaan 

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri  atas 

delapan bagian: 1) ketentuan umum; 2) ketentuan hukum; 3) subjek hukum; 4)  

ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi 

informasi; 5) model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 6) 

ketentuan terkait mekanisme  dan akad; 7) penyelesaian perselisihan; 8) ketentuan 

penutup.
111

 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa 

terkait layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 
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Syariah. 
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syariah.dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung dengan beberapa ayat 

quran, hadist,dan kaidah fiqih.
112

 

Al Quran 

„Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad 

itu..‟ QS. Al Maidah (5): 1 

„dan tunaikanlah janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu 

akan diminta pertanggungjawaban..‟ QS. Al-Isra (17): 34 

„hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian 

memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, 

kecuali berupa perdagangan yang diambil atas sukarela 

diantara kalian..‟ QS An-Nisa (4): 29 

Hadis Nabi Muhammad SAW 

Hadis Nabi s.a.w  riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 

„Amr bin „Auf al- Muzani dan riwayat al-Hakim dari 

kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin Aun r.a.: 

„Shul (penyelesaian perkara melaluimusyawarah untuk 

mefakat) dapat dilalukan diantara kaum muslimin kecuali 

shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-

syarat yang diberlakukan diantara mereka kecuali syarat 

mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang 

haram‟ 

Hadis Nabi saw riwayat Muslim , dari „Aisyah dari Tsabit 

dari Anas: 

„kalian lebih mengetahi urusan dunia kalian‟ 

Kaidah Fiqih 

“pada dasarnya , segala bentuk muamalat diperbolehkan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan” 

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa 

mungkin” 
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“Sesuatu berdasarkan adat atau kebiasaan sama dengan 

sesuatu yang berlaku berdasarkan syara‟(selama tidak 

bertentangan dengan syariat) 

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagi hukum” 

“Ketetapan hukum tergantung ada tidaknya „illah” 

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti 

(mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat) 

“ Dimana ada kemaslahatan, disana terdapat hukum 

Allah”. 

 Dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan 

pembiayaan berbasis teknologiinformasi berdasarkan prinsip syariah. Yang 

mana didalamnya terdapat larangan-larangan adanya riba,gharar, maysir dan 

tadlis. 

1. Riba 

 Riba secara bahasa bermakna “tambahan secara mutlak”. dalam 

pengertian ain, secara linguistik, riba juga berarti “tumbuh” dan 

“membesar”. adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan 

tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
113

 

2. Gharar 

 Pengertian gharar yaitu  jual beli yang mengandung tipu daya yang 

merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak 

dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, 

atau karena tidak mungkin dapat diserah terimakan.
114

 

3. Maysir 

 Maysir adalah transaksi yang digunakan pada suatu keadaan yang tidak 

pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah 

qimar. Menurut Muhammad Ayyub, baik maysir maupun qimar 

                                                             
113  Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, 

(Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999), hlm. 45. 
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 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Konsektual, (Jakarta: PT. Radja Grafindo 
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dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan . dengan kata lain yang 

dimaksud maysir adalah perjudian.
115

 

4. Tadlis 

 Menerut adiwarman karim mendefinisikan tadlis  sebagai kondisi 

dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya 

sehingga pihak lain yang memiliki informasi  lebih memanfaatkan kondisi 

tersebut untuk mrndapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang 

tidak tahu.
116

 

 Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di 

Indonesia,seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, telah membehas 

masalah riba, pembahsan itu sebagai bagian dari kepedulian Ormas-Ormas Islam 

tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. Untuk 

itu, kedua lembaga tersebut mempunyai lembaga ijtihad,  yaitu Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa‟il Nahdlatul Ulama.
117

 

1) Majelis Tarjih Muhammadiyah 

 Majelis Tarjis telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi 

atau keuangan diluar zakat, meliputi masalah perbnkan (1968 dan 1977), 

keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989). 

 Majelis tarjih Sidoarjo (1968) menutuskan bahwa: 

a. Riba hukumnya haram dengan nash sarih Al-quran dan sunah 

b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba 

hukumnya halal 

c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya 

atau sebaliknya selama ini berlaku, termasuk perkara mutasyabihat 

d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan 

terwujudnya koperasi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan 

yang sesuai dengan kaidah Islam. 

2) Lajnah Bahsul Masa‟il Nahdatul Ulama 
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 Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah memutuskan masalah 

tersebut beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan bunganya sama 

seperti hukum gadai. Terdapat tiga penfdapat ukama sehubungan dengan 

masalah ini 

a. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente 

b. Halal, sebab tidak ada syarat waktu akad, sedangkan adat yang berlaku 

tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. 

c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih 

pendapat tentangnya. 

 Penjelasan keputusan ini menjelaskan bahwa, pertama: Majelis Tarjih 

Muhammadiyah secara jelas mengharamkan adanya riba karena tidak sesuai 

dengan apa yang ada d iAl quran dan sunnah. Kedua, keputusan lajnah bahsul 

masa‟il menghasilkan tiga pendapat bebeda. Yaitu mengharamkan, kemudian 

menghalalkan sebab mereka berpendapat bahwa tidak adanya syarat pada saat 

akad. Yang terakhir syubhat (masih tak menentu)karena para ahli yang masih 

berselisih paham.meskipun ada beberapa pendapat namaun lajnah  menutuskan 

pilihan ppada pendapat pertama dengan melakukan jalan keluar dalam 

menentukan sistem yang sesuai dengan hukum islam. 

Melalui website atau laman resmi financial technology syariah yang 

terdaftar di OJK dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagamana kesesuaian 

dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai 

berikut: 

1) PT. Alami Fintek Sharia 

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia sebagai 

berikut,  

1)  Pihak-pihak yang terkait dan akad-akad yang digunakan dalam 

pembiayaan telah di jabarkan secara rinci. Sehingga mudah dipahami dan 

dimengerti oleh masyarkat awam. Hal ini dapat dilihat pada platform 

Alamisharia yang telah menejelaskan mengenai pengertian teknologi, para 

pihak yang terlibat, serta mekanisme dan akad-akad yang digunakan. 
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2) Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan 

pelaksanaannya pada PT. Alami Fintek Sharia. Hal tersebut dapat dilihat dari 

subjek hukum merupakan orang atau bafan hukum yang memiliki hak dan 

kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan 

maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah. 

3) Dalam pedoman umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. 

pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan fatwa 

sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat `dari adanya pembatasan pengajuan 

pembiayaan syariah, yang mana tujuannya agar pembiayaan tersebut tetap 

pada koridornya., maka pengajuan yang tidak sesuai dengan syariat seperti 

pembiayaan produk rokok, minuman keras, obata terlarang, dan lain-lain 

tidak akan diterima untuk melakukan pengajuan 

4) Produk pembiayaan yang yang terdapat di Alami sharia sudah sesuai 

dengan fatwa. Hanya saja untuk saat ini terdapat satu produk pembiayaan 

yaitu invoice financing. 

Menurut analisis yang telah penulis lakukan pada pembiayaan di PT. 

Alami fintek Sharia dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang 

layanan bebasis teknologi informasi sudah sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam fatwa tersebut. 

2) PT. Investree Radhika Jaya 

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Investree Radhika Jaya 

sebagai berikut,  

1) Investree mengeluarkan produk berbasis syariah yaitu pembiayaan 

Usaha Syariah dan Pembiayaan Modal Kerja. Produk pembiayaan usaha 

syariah yang menggunakan akad untuk pemberian dana talangan dan akad 

wakalah bil ujra untuk mendapatkan keuntungan produk ini berkerja dengan 

cara menjaminkan invoice. Produk pembiayaan usaha ini sudah sesuai 

dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 karena produk ini sama 

dengan anjak piutang dalam jasa pengurusan penagihanpiyutang 
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berdasarkan bukti tagihan (invoice) baik disertai mauoun tanpa disertai 

talangan (qard) yang diberikan kepda pelaku usaha yang memiliki tagihan 

kepada pihakketiga. Prodik pembayaran modal kerja adalah pembiayaan 

moal kerja untuk Offline atau online seller yang memiliki toko aktif di 

platform  e-comerce yang rekanan dengan investree yang menggunakan 

adak mudarabah dan wakalah. Produk ini pelaksanaannya sudh sesuai 

dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 karena sama dengan 

online seller yang terdapat di fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. 

2) Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan 

pelaksanaannya pada PT.Investree Radhika Jaya. Hal tersebut dapat dilihat 

dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak 

dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan 

maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah. 

3) PT. Dana Syariah Indonesia 

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Dana Syariah Indonesia sebagai 

berikut,  

1)  ketentuan terkait subjek hukum yang dituliskan dalam fatwa DSN 

Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 diantaranya, penyelenggara, penerima 

pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Ketiga subjek hukum tersebut sudah 

mememnuhi pelaksanaanya di PT. Dana Syariah Indonesia. 

2) Terkait pelaksanaan pembiayaan dan akad pada pembiayaan 

pengadaan barang pesanan (purchase order) pihak ketiga di PT. Dana  

Syariah Indonesia, sesuai dengan ketentuan pada fatwa no. 117/DSN 

MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi  Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut:   Adanya akad yang 

menimbulkan hubungan purchase order yang  dibuktikan dengan kontrak 

pengadaan barang antara calon  penerima pembiayaan dengan pihak ketiga 

yang menjadi dasar  pembiayaan.  
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Dalam pedoman umum mengenai layanan berbasis teknologi  informasi 

berdasarkan prinsip syariah, menurut analisa penulis  pelaksanaan pembiayaan 

yang berlangsung di PT. Dana Syariah  Indonesia telah memenuhi ketentuan-

ketentuan tersebut. 

4) PT. Qazwa Mitra Hasanah 

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT.Qazwa Mitra Hasanah 

Indonesia sebagai berikut,  

1) Dalam kontrak pembiayaaan menggunakan akad murabahah dan 

wakalah yang mana sesuai dengan akad-akad yang tercamtum dalam fatwa 

DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Akad yang digunakan oleh para pihak 

dalam penyelenggaraatl Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi 

dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan 

pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudarabah, musyarakah, 

wakalah bi al ujrah, dan qardh.  

2) subjek hukum dalam layannan pembiayaan berbasis syariah yang ada 

di qazwa sudah sesuai dengan Fatwa Dsn Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

yang mana di dalamnya terdapat penyelenggara, penerima pembiayaan,dan 

pemberi pembiayaan. 

Terdapat ketidaksesuaian mengenai tanggungjawab daripada kerugian 

yang dibebankan kepada penerima modal pada fintech Qazwa Syariah “Semua 

Kerugian Usaha akibat kesengajaan dan/atau kelalaian Penerima Pembiayaan 

dalam melakukan Pengelolaan Bisnis Usaha merupakan tanggung jawab 

Penerima Pembiayaan”. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 

117/DSN-MUI/II/2018 tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar zhulm 

(kerugian salah satu pihak), dan juga tidak sesuai dengan akad mudarabah yang 

digunakan. Yang mana dalam akad mudarabah dijelaskan bahwa “…keuntungan 

usaha dibagi anatara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, 

sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal”. 

5) PT. Duha Madani Syariah 
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Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Duha Madani Syariah  sebagai 

berikut,  

1) Kesesuaiaan dalam margin atau ujroh berdasarkan berdasarkan 

kesepakatan diawal, sebagaiman yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN 

Nomoe 117/DSN-MUI/II/2018 “penerima pembiayaan membayar pokok 

dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan di 

akad”. 

2) Terdapat kesesuaian akad yang digunakan pada platform duha 

syariah dengan yang ada pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

yaitu akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yaitu 

ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah bi al ujroh dan qardh.  

3) Subjek hukum yang dalam kegiatan pembiayaan di platform Duha 

Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

yaitu, adanya penyelenggara, penerima pembiayaan, dan penerima 

pembiayaan.  

4) Terdapat kesesuaian dalam hal tanda tangan elektronik yang telah di 

tetapkan pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dengan apa yang 

telah diterapkan di platform duha syariah, yang mana duha syariah telah 

melakukan kerja sama dengan penyelenggara tanda tangan elektronik yang 

telah di sertifikasi oleh otoritas keuangan dan juga memiliki kekuatan 

hukum.  

5) Dalam hal penyelesaian sengketa terdapat ketidak sesuaian antara 

yang diberlakukan di Duha syariah dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa 

DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/ 2018 yang mana dalam fatwa menjelaskan 

penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan 

prinsip syariah yaitu di Pengadilan Agama. Sedangkan di Dana Syariah 

Penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

6) PT. Kapital Boost Indonesia 

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Kapital Boost Indonesia 

sebagai berikut:  
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1) kesesuaian dari segi akad yang ditawarkan oleh Kapital Boost. 

Kapital Boost menggunakan akad Murabah yang mana akad tersebut relah 

ditetapkan dalam  DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad-akad 

yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yaitu ijarah, 

mudarabah, musyarakah, wakalah bi al ujroh dan qardh. 

2)  Kapital Boost mengeluarkan produk berbasis syariah yaitu 

pembiayaan pembelian barang. Produk pembiayaan pembeian barang  yang 

menggunakan akad murabahan. Produk pembiayaan usaha ini sudah sesuai 

dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 karena produk ini sama 

dengan pembiayaan pengadaan barang pesanan (purchase order) dimana 

calon penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga, 

mengajukan pengadaan barang kepada penyelenggara. Akad dalam 

pembiayaan ini berdasarkan  akad jual-beli, musyarakah atau mudarabah. 

3). Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan 

pelaksanaannya pada PT.Kapital Boost Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat 

dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak 

dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan 

maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah.  

7) PT. Piranti Alphabet Perkasa  

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Piranti Alphabet Perkasa 

sebagai beriku:  

1) Papitupi menyediakan pembiayaan financial technology berbasis 

syariah dengan penerima pembiayaan adalah karyawan sebuah perusahaan 

yang sudah bermitra dengan papitupi syariah. Dalam hal ini sudah sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-

MUI/II?2018 mengenai pembiayaan untuk pegawai yang mana pegawai 

atau karyawan tersebut berasal dari institusi yang bekerja sama dengan 

penyelenggara.  
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2) Papitupi syariah mengunakan akad wakalah bi al ujroh yaitu 

pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal yang boleh 

diwakilkan dengan memberikan keuntungan. Hal ini juga sesuai dengan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai akad wakalah bi al 

ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara. Dan juga adanya 

pokok dan ujrah kepada pemberi pembiayaaan.  

3) Subjek hukum yang ada pada papitupi syariah sudah sesuai dengan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai subjek hukum dalam 

kegiatan pembiayaan berbasis syariah yaitu penyelenggara, peberima 

pembiayaan dan pemberi pembiayaan. 

Dalam hal ini terdapat satu perpedaan antara produk pembiayaan 

papitupi syariah dengan apa yang di tetapkan dalam fatwa DSN Nomor 

117/DSN-MUI/II/2018 yang dimana dalam fatwa tersebut hanya menjelaskan 

mengenai pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif saja. Sedangkan di papitupi 

menyediakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif atau produktif.  

8) PT. Berkah Fintek Syariah 

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Berkah Fintek Syariah  

1)  Dalam pelaksaannya berkah fintek syariah menggunakan akad-akad 

yang mana telah tercantum dalam Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu 

akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yaitu 

ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah bi al ujroh dan qardh. Dan juga 

dalam pelaksaan akad akadnya tidak ditemukan keganjilan yang berpotensi 

adanya unsur unsur maysir, gharar dan riba. 

2)  Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan 

pelaksanaannya pada PT. Berkah Fintek Syariah. Hal tersebut dapat dilihat 

dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak 

dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan 

maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah. 

9) PT. Danakoo Mitra Artha 
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Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT.Danakoo Mitra Artha sebagai 

berikut: 

 1) Produk yang ditawarkan  danakoo mitra artha mempunyai kesesuaian 

dengan apa yang tertera pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

bab pembiayaan pengadaan barang  pesanan (purcase order) pihak ketiga 

dengan melaksanakan ketentuan ketentuan umum dari mekanisme 

pelaksaan fatwa tersebut.  

2). Dalam masalah akad yang terapakan oleh Danakoo Mitra artha yaitu 

akad wakalah bil al ujroh, murabahah dan mudarabah setalh sesuai dengan 

ketentuan akad-akad yang telah dijelasakan pada fatwa DSN Nomor 

117/DSN-MUI/II/2018.  

3).  Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan 

pelaksanaannya pada PT. Danakoo Mitra Artha. Hal tersebut dapat dilihat 

dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak 

dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan 

maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah. 

10) PT. Maslahat Indonesia Mandiri. 

Kesesuain penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT Maslahat Indonesia Mandiri 

sebagai beriku:  

1) Terdapat kesesuain  akad yang diterapkan oleh plat form Maslahat 

indonesia mandiri yaitu akad musyarakah dengan fatwa DSN Nomor 

117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad-akad yang selaras dengan karakteristik 

layanan pembiayaan yaitu ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah bi al 

ujroh dan qardh. Dan juga dalam pelaksaan akad akadnya tidak ditemukan 

keganjilan yang berpotensi adanya unsur unsur maysir, gharar dan riba. 

2)  Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan 

pelaksanaannya pada PT.Maslahat Indonesia Mandiri. Hal tersebut dapat 

dilihat dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang 
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memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi 

pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan 

kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan 

prinsip syariah. 

11) PT. Ammana Fintek Syariah 

Dari keterangan yang disampaikan Ammana melalui laman resminya, 

dimana ammana menggunakan musyarakah dan mudarabah yang ada pada fatwa 

DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. akan tetapi dalam praktiknya pihak 

Ammana tidak langsung melakukan akad, melainkan masih melalui BMT/KPSS 

yang menjalin kemitraan dengan Ammana maka akad yang terjadi menimbulkan 

ketidak efektifan saluran pendistribusian pembiayaan semakin banyak. 

Menyebabkan  semakin banyakpula pihak yang memperolah keuntungan. Jika 

tidak dilandasi dengan alasan-alasan yang kuat makan berpotensi menimbulkan 

pemborosan yang mana tidak sesuai dengan apa yang ada pada Fatwa DSN 

Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. 

Layanan pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi yang 

menggunakn akad -akad  syariah memberikan pilihan kepada para pengguna 

layanan skema kebutuhan mereka namun tidak boleh keluar dari koridor syariah. 

Para pengguna wajib memperhatikan aturan-aturan maupun ketentuan-

ketemtuan yang telah ditentukan oleh regulator agar memberikan pelayanan 

yang maksimal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 kesimpulan 

Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Profil pembiayaan financial  syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip 

tidak jauh beda. Yaitu dengan  mempertemukan antara pihak pemilik dana 

dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-

commerce atau marketplace yang dalam pengelolaan atau penguasaan 

platform fintech degan menerapkan prinsip syariah. Yang membedakan di 

antara fintech syariah yang terdaftar di OJK yaitu, pada akad yang ditawarkan 

dan juga pada  spesifikasi pembiayaan yang ditawarkan mulai dari  

pembiayaan pada sektor UMKM, Properti, koperasi , Konsumsi dan Religi, 

serta UMKM dan Belanja Barang/Jasa. Dan juga pada sistem imbal hasil 

yang ditawarkan serta pada nilai pendanaan. 

2) Keabsahan Pembiayaan  financial technology syariah yang terdaftar di ojk 

nemurut fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian. 

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh financial 

technology yang terkait agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan 

kesimpulan yang tidak akurat. Diantara: 1) Ammana, terdapat pihak yang 

berkerjasama dengan ammana yaitu BMT/KSPPS yang mana secara fungsi 

sama dengan ammana hal ini akan menimbulkan pemborosan karena 

penerima pembiyaan mengalokasikan keuntungannya kepada kedua belah 

pihak. Hal ini memberatkan pihak penerima dana.  2). Dana Syariah, dalam 

fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/ 2018 yang mana dalam fatwa 

menjelaskan penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian 

sengketa berdasarkan prinsip syariah yaitu di Pengadilan Agama. 

Sedangkan di Dana Syariah Penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan. 3) Perjanjian fintech syari‟ah Qazwa tidak dapat 

dikatakan sepenuhnya mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Hal ini dikarenakan 
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dalam perjanjian menyatakan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh 

penerima modal, sedangkan pemberi modal tidak ikut bertanggungjawab. 

  

6.2 Saran 

Demi kepentingan pengembangan fintech syariah di Indonesia, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1) Kepada fintech syariah agar dapat lebih meningkatkan  kualitas, mutu dan 

layanan  sarana online dengan meningkatkan kualitas aplikasi. 

Melakukan transparansi kepada masyarakat agar tidak terjadi mis 

informasi. Selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah. 

2) Kepada DNS_MUI dan juga OJK agar terus mengawasi agar tidak terjadi 

penyimpangan -penyimpangan 

3) Kepada  masyarakat umum agar memperdalam khasanah ilmu mengenai 

fintech syariah. Yang bertujuan  mendukung berkebangnya fintech 

syariah di indonesia. 
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